PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1972
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PENDIDIKAN PERUSAHAN PERSEROAN (PERSERO) PENGEMBANGAN

Menimbang

Mengingat

PARIWISATA BALI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa didalam rangka pengembangan pariwisata di Propins
Bali, perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan kepariwisataan
dengan mengarahkan, memanfaatkan, memperuntukkan dan
mengusahakan tanah dan perairan yang akan ditetapkan
lingkungannya dengan batas-batas tertentu, serta menyiapkan
sarana-sarana wisata dengan segalafasilitas-fasilitasnya;
bahwa guna menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut
pada sub a diatas, dipandang perlu untuk mendirikan suatu
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor
9 Tahun 1969;

bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19609,
penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan
Perseroan (PERSERO) termaksud harus diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab ...
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2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Sthl. 1847: 23
sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2959);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1971 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 21; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2960) jo
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1971 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32; Tambahan
Lembaran Negara Republik INdonesia Nomor 2987).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PEMBANGUNAN PARIWISATA
BALI.

BABI ...
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BAB |
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal
saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan nama Perseroan
Terbatas Pengembangan Pariwisata Bali, atau dalam Peraturan
Pemerintah ini selanjutnya disebut PERSERO, sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
Maksud dan tujuan PERSERO adalah untuk menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan kepariwisataan di daerah Propins Bali dengan
cara mengarahkan, memanfaatkan, memperuntukkan dan
mengusahakan tanah-tanah dan perairan dalam lingkungan yang
akan ditentukan batas-batasnya oleh Pemerintah Republik Indonesia
sesual dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku dalam bidang agraria, serta menyiapkan sarana-sarana

wisata dengan segalafasilitas-fasilitasnya.

BAB Il
MODAL PERSERO

Pasal 3
(1). Moda dasar PERSERO berjumlah Rp.800.000.000,- (delapan
ratus juta Rupiah) dan terbagi atas saham-saham sesual
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1969 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1972.

(2). Dari ...



